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ABSTRAK

YOHANES KEVIN PAPA KAPO, NIM : (2019110915). Skripsi
PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI ENDE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Program
Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores
Ende 2024.

Perdagangan manusia (humen trafficking) telah lama terjadi di muka bumi
ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat
manusia. Hal itu  merupakan pelanggaran terhadap hak  asasi
manusia,pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan
Orang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Thaun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Jenis peneitian ini adalah
penelitian empiris yakni suatu penelitian hukum untuk mengkaji pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Ende Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Berdasarkan uraian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan studi
kasus Nomor 63/Pid.SusB/2023/PN End) dan 71/Pid.Sus/2023/PN. sebagaimana
disebutkan dalam bab-bab terdahulu. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: 1. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan
hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus
berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang
dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Rl Nomor 21 Tahun 2007, batas yang ditentukan pembentuk
undang-undang adalah maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim
terikat pada ketentuan tersebut untuk tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi
ketentuan yang ditetapkan (dalam hal ini melebihi 15 (lima belas) tahun). Namun
demikian, Majelis Hakim dapat menjatuhkan dibawa 15 (lima belas) tahun oleh
sebab tidak diatur batas minimal pemidanaannya. Sehingga lazim apabila terdapat
Putusan Hakim yang menjatuhkan pemidanaan selama 6 tahun dan 7 tahun 6
bulan atau dibawah 15 (lima belas) tahun asalkan terdapat pertimbangan yang
cukup. 2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang
berdasarkan  studi  kasus Nomor  63/Pid.SusB/2023/PN  End) dan
71/Pid.Sus/2023/PN. Yaitu faktor yang meringankan antara lain Terdakwa
mengakui kesalahannya dan bertindak kooperatif dalam persidangan, Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Barang bukti ada
yang di kembalikan dan ada juga yang di ganti dengan tambahan kurungan.
(Wawancara dengan Ibu Sara Jevigovina. S.H. tanggal 27 Mei 2024).

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007

Xi



ABSTRACT

YOHANES KEVIN PAPA KAPO, NIM: (2019110915). Thesis: JUDGE'S
CONSIDERATIONS AT ENDE DISTRICT COURT TOWARDS
PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING
REVIEWED FROM LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE
ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING. Law
Study Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores Ende
2024.

Human trafficking has long occurred on this earth and is an act that is
contrary to human dignity. This is a violation of human rights, the Judge's
considerations regarding the perpetrators of the crime of human trafficking are
reviewed from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime
of Human Trafficking. This type of research is empirical research, namely a legal
research to examine the considerations of the Ende District Court judge regarding
the crime of human trafficking. Based on the description of the judge's
considerations in imposing criminal sanctions for perpetrators of human
trafficking with case studies Number 63 / Pid.SusB / 2023 / PN End) and 71 /
Pid.Sus / 2023 / PN. as mentioned in the previous chapters. The following
conclusions can be drawn: 1. Judges have independent freedom in considering the
severity of the prison sentence against the decisions they handle. The judge's
freedom to determine the severity of the prison sentence must also be guided by
the maximum and minimum limits and the freedom they have must be based on a
sense of justice. In the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law of the
Republic of Indonesia Number 21 of 2007, the limit determined by the legislator
is @ maximum of 15 (fifteen) years, so that the Panel of Judges is bound by these
provisions not to be able to impose a sentence exceeding the provisions stipulated
(in this case exceeding 15 (fifteen) years). However, the Panel of Judges can
impose below 15 (fifteen) years because the minimum limit for the sentence is not
regulated. So it is common for there to be a Judge's Decision imposing a sentence
of 6 years and 7 years 6 months or below 15 (fifteen) years provided that there are
sufficient considerations. 2. Factors that are considered by the judge in imposing a
prison sentence on perpetrators of human trafficking crimes based on case studies
Number 63/Pid.SusB/2023/PN End) and 71/Pid.Sus/2023/PN. Namely mitigating
factors include the Defendant admitting his guilt and acting cooperatively during
the trial, the Defendant regretting his actions and promising not to repeat them,
some evidence was returned and some was replaced with additional
imprisonment. (Interview with Mrs. Sara Jevigovina. S.H. dated May 27, 2024).

Keywords: Judge's Considerations, Human Trafficking, Law Number 21 of 2007
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